
a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Keeil Menengah

Kabupaten Lombok Tirnur telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, namun perlu dilakukan

penyesuaiandan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan untuk

melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Keeil dan

Menengah;

e. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Keeil

Menengah;

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menirobang

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASJ,TUGASDANFUNGSI

SERTATATAKERJADINASKOPERASIDANUSAHAKECILMENENGAH

TENTANG

PERATURANBUPATILOMBOKTIMUR

NOMOR30 TAHUN2021

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6402);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan

Usaha Keeil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Pereneanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten LombokTimur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah

Kabupaten LombokTimur merupakan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan

usaha keeil dan menengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

LombokTimur.

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
KOPERASIDANUSAHAKECILMENENGAH.

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor4), Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor5Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2020 Nomor 5);
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Pasa13
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian

Kesehatan.

Pasa12

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABII
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

7. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Koperasidan Usaha
Kecildan Menengah.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.

9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha

Kecildan Menengah.
10. UPTadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah merupakan organisasi yang

melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional darr/atau

kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi
dan Usaha Keeildan Menengah.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur

Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.
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Pasal4
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang koperasi dan usaha keeil dan menengah yang

Bagian Kesatu
Dinas

BABIII
URAIANTUGASDANFUNGSI

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri
atas:
1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

Koperasi; dan

3. Seksi Peningkatan Kualitas SDMKoperasi.
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Usaha Mikro;dan

3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
f. UPT;dan
g. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Dinas.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.
(6) UPTdipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tereantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasa16
(1) Subbagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Subbagian Keuangan dan Pelaporan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program,

pengelolaan administarasi keuangan, monitoring, evaluasi
dan penyusunan pelaporan Dinas;

b. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP);

c. penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan
anggaran Dinas;

d. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Pasa15
(1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
administrasi umum, perencanaan, program dan anggaran serta
ketatausahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan Dinas;
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Dinas;

c. pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
administrasi di lingkungan Dinas;

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
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Bagian Ketiga
BidangKelembagaandan Pengawasan

Pasal8
(1) Bidang Kelembagaandan Pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan , pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
pengawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam.

Pasal7
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana,
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,
arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta
urusan tata usaha.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:
a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem

informasi;
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta
urusan dokumentasi dan informasi hukum;

e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan
tahunan;

f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
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Pasal9
(1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
perizinan usaha simpan pinjam.

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Kelembagaan ~an Pengawasan menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang

akurat;
b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan

pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat;
c. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan

pinjam untuk koperasi;
d. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
e. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan

anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
f. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjamj'unit
simpan pinjam;

g. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi
yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu)
kabupaten/kota;

h. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi
simpan pinjamj'unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaterr/kota;

1. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjamj'unit simpan pinjam;

J. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan
pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

k. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- 9 -

perundang-1. pengoordinasian penerapan peraturan
undangan dan sanksi bagi koperasi;

m. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Pasa! 11

(1) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c angka 3,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

teknis anggota koperasi; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

peraturanpenerapana. pelaksanaan analisis
perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis penerapan sanksi bagi koperasi;
c. perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

Pasal10
(1) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf c angka 2, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang Keanggotaan dan
Penerapan Peraturan koperasi.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
menyelenggarakan fungsi:

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kelembagaan dan Perizinan menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan analisis dokumen permohonan izin usaha

simpan pinjam;
b. pelaksanaan analisis dokumen izin pembukaan kantor

cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
c. pelaksanaan analisis berkas pembentukan koperasi dan

perubahan anggaran dasar koperasi;
d. pelaksanaan analisis berkas pembubaran koperasi;
e. perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan

laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam;

f. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
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Pasa112
(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang pengawasan dan pemeriksaan
kesehatan koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. pengoordiniran perluasan akses pembiayaan/ permodalan
bagi koperasi;

c. penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk koperasi
di tingkat lokal dan nasional;

d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

teknis anggota koperasi;
e. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan

usaha lainnya;

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantau an , evaluasi dan pelaporan terakit

penyelenggaraan koperasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat

melalui penilaian kesehatan koperasi;
b. pelaksanaan analisis data penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjamj'unit simpan pinjam;
c. penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjamj'unit

simpan pinjam;
d. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan

dan usaha koperasi;
e. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi

simpan pinjamj'unit simpan pinjam; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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Pasal14
(1) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf d angka 2,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dan operasional, bimbingan teknis,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu
koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan
koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Koperasimenyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan perluasan akses pembiayaan/ permodalan
bagi koperasi;

b. perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 13
(1) Seksi Fasilitasi Usaba Koperasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan terkait fasilitasi usaha koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Seksi Fasititasi Usaha Koperasimenyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
b. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan

usaha lainnya;

c. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat

lokal dan nasional; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi;

g. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pemberdayaan usaha mikro.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha

mikro;

b. penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk usaha

mikro di tingkat lokal dan nasional;

e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

d. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro keeil (IUMK);

e. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan

orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha

kecil;

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 15

(1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan

kualitas SDM koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

menyelenggarakan fungsi:

a. pereneanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi

perangkat organisasi koperasi;

b. penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan

pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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PasallS

(1) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional, bimbingan

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan

mutu usaha mikro mela1ui pengembangan, penguatan dan

perlindungan usaha mikro.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Mikro menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha

mikro;

b. perencanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

c. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Pasa117

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan terkait fasilitasi usaha mikro.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

a. perancangan akses pasar bagi produk usaha mikro di

tingkat lokal dan nasional;

b. pelaksanaan analisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);

dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

f. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal22
(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang
jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal21
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat padaDinas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal20
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama

atau jabatan eselon II.b.
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau

jabatan eselon Ill.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan

eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTmerupakan

jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

BABIV
JABATANPERANGKATDAERAH

Pasal19
(1) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf e angka 3, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas
kewirausahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan pengembangan kewirausahaan; dan
b. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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Pasal23
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas,

Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang
diperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalammenyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja,

BABVI

TATAKERJA

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2021 NOMOR30

MUHAMMADJUAINI TAOFIK

SEKRETARISDAERAH

KABUPATENLOMBOKTIMUR,

~

Diunc1angkandi Selong
pada tanggal 1April 2021

"i M. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1April 2021

fUPATI LOMBOKTIMUR,'_

~

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah
Kabupaten LombokTimur.

Pasal26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tirnur

Tahun 2016 Nomor 50) serta peraturan lainnya yang bertentangan

denganPeraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVIl
KETENTUANPENUTUP

Pasa124
Padasaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara
pada Dinas tetap dalam kedudukannya masing-rnasing sarnpai

ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUANPERALlHAN
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~ M. SUKIMAN AZMY

tBUPATI LOMB~ TIMUR, ~

~

DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

I I

I KELOMPOK JABATAN I I SEKRETARIAT IFUNGSIONAL DINAS
I

I I
SUBBAGIAN I I SlIBBAGIAN

KEUANGAN DAN PELAPORAN llMUM DAN KEPEGAWAIAN

I I I
BIOANG BIOANG BIOANGPEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

KElEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI PEMBEROAYAAN USAHA MIKRO

I I I

I-- SEKSI SEKSI - SEKSI -
KElEMBAGAAN DAN PERIZINAN FASIUTASI USAHA KOPERASI FASILfTASI USAHA MlKRO

'- SEKSI SEKSI f- SEKSI -
KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN PENGEMBANGAN. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

- SEKSI SEKSI f- SEKSI -PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN
KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

I UPTD I

STRUKTUR ORGANlSASI
DINAS KOPERASJ DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH


